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- DENGAN RLKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA :

DEWAN PERWAKILLN RAKYAT DAERAH KAB. BANTAENG
MENETAPKAN PERATURAN DAERAH
TENTANG

PAJAK RAD IO .
Pﬁsal 1.

Dalam Daerah Kabe Banta¥ng, dipungut Pajak atas semua pesawat pene -
rima Radio, yang diberi nama ¢ Pajak Radio.

Pasal 2.

’yéug;dimaksud dengan pesawatb pénerima Radio dalam Peraturan ini, ia=-
lah segala alat yang dapat digunakean unitul meacrima gelombang Radios

'_Ir’;a;sal 3-

1. Dibebaskan dari pembayaran pajak dimaksud pasal 1 Peraturan ini;
ialah pesawat penerlma Radlo %

e}

a« Yang dipakai. oleh den untuk kepentlnzan Jawatan/Dlnas yang ber
wajib menyelenggarakany mengawasi siaran dan menvedlakan Radio
umum dalam Daerah Kabupaten BantaEnge

be Yang dipakai oleh Instansi fngkatan Bersenjata, khusus untuk
kepentlnwan kesatuan yang bersangkutan.
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ce Yahg termasuk barang dagangan seorang pedagang Radio, selebih
nya dari satu pesawat dan ditempatkan ditempat penjualan,

de Yang berada dalam keadaan rusak dan/atau tidak digunakan,dan
oleh karena itu disegel.

2e Kepala Kecamatan atau Pegawai yang ditunjuk olehnya,diwajibkan —
memasang segel dimaksud pada ayat (1) sub d diatase

3e Segel itu dipasang demikian rupa, sehingea pesawat yang bersangkg
tan tidak dapat dipakai dengan tidak merusal segel tersebute.

4e Pemilik pesawat Radio yang pesawatnys berada dalam keadaan rusak
dan/aﬁau tidak digunakan lagi,diwajibkan membawa pesawat Radio —

tersebut ke Kantor Camat untuk pelakdanaan dari ketentuan yap
diatur pada ayat (2) dan (3) pasal ini. il ot

5« Kepada pemilik pesawat Radio yang bersangkutan,diberikan surat '(
keterangan oleh camat dimaksud ayat (4) diatas, guna pembuktian
atas pembebasan pajak Radio sesuai Urgensinyas 2Tt

Pasal 4. : : )
Besarnya Pajak buat tidp—tiap pesawat penerima Radio,ialah Rpe 50 § e
(Lima puluh rupiah) untuk sebulan almanak,
’ Pasal _ 5.

Yeng dikenakan Pajak ialah bemegang atau pemilik pesawat penerima
Radio- X : )

Pagal 6, ¢
Buat mercka yang mulai menjadi Wajib Pajak,sebahagian dari sebulan
yang melebihi 10 hari,dihitung scbagai sebulan penuh;kecuali jika
atas pesawat yang bersangkutan untuk bulan itu telah dibayar pajak.

Pasalin . Te 43
Pajak harus dibayar sebelum tanggaf_T§ dari bulan yang berjalan,
da Kepala Desa mehalui Kepala‘Lingkungan setempat dimana pesawat
Radio terscbut didaftarkan atau dimana pendaftaran telah dipindah-
kan.

St O
l. Tanda pembayaran Pajak Raaggﬁﬁafﬁgmdluim;:” bersama=goma dongen

tanda pendaftaran pesawat yang bersanckutam,

2e Atas permintaan Pegawai Pemeriksa pesawat Radio atau Potugas/ -

Team yang kmsus diadakan untuk itu,maka tanda pendaftaran dan
tanda pembayaran Pajak Radio harus diperlihatkan kepadanyae

Ea,sal ‘ 9.

l. Tandao @eco0soe

(
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Pasal 9,

leJdike pada tong el dimakoud dﬁfﬁﬁqﬁhsal Typembayaran pajak masih be-
lum dipenuhi,dipungut biaya penagihan sebesar Rp 5,~(lima rupiah)
sedang jike wajib Pajak mcnunggak dua buddn berturut? dikenakan
denda sebesar Bp. 100,~ {:sratus rupiah) untuk tiap bulan yang ter
tungsak pembayarannyae. , ' i
2e Denda itu dapat dibebaskan,jika dapat dibuktikan oleh yang bersang
kutan bahwa tunggakan itu disebabkan oleh karema kelalaian atau.ké
hilafan yang tidak disengaja dan dapat dimaafkan,berdasarkan surat
keterangen dari camat atau Kepala Dega setempats
' . Pasal 10, ; ]

Pajak,biaya penagihan dan denda dimaksud pada pasal 4 dan 9 ayat (1)
L2t dipungut dengan mengadakan tuntutan atas semua harta bergerak
dan harta tidek hergerak kepunyaan wajib Pajak,demikian juga atas pe
sawat radio yang bersangkutan,dengan tidak mengindahka.a dalam tangan

giapa pesawat radio itu berada.

: ' Papal 11,
Pegawal yang berkewajiban memasang scgel dimaksud dalam padal 3 ayat
2 diberi kewenangan pula untuk menyegcl pesawat yang pajaknya menung
gak dua bulan ber=turut2,dan membukanya setelah tunggakan,biaya pena
&ihan dan dibayar sepenuhnya.

Pagal 12, :

Jika dapat dinyatakan dengan scsuatu pembuktian,bahwa untuk salah sa
tu pesawat pencrima radio ada kelebihan pembayaran uvangs reojon.cla

Pemerintah Dacrah dapat mengembalikan pemh=roic. v, kelepihan pem—

kayaran uang kelebihan itu kepada yaus berhaks

Tuntutan pemgembalian kelebihan uang pajak dimeksud pada pasal 12 di
atas,habis waktunya dalam jangka waktu 3 tahun,terhitung -mulai dari
hari/tanggal timbulnya hak untuk meminta kembalis

§a3a1 ;é:

g berhak menyelidiki atau monguéﬁt pelanggaran terhadap Peraturan

Daerah ini ialah :

ae Kepala Inspektorat Bimbingan dan Pengaw=c-~+ ¥ . lcr Daerah atau Pe
gawai yang ditunjuk olch Dupail kKopala Dacrahe

be Camat. Kep-lo Dioy dan Kepala Lingkungan setempat.

co Polisi dan badan? lain yang. pada umumnya berhak menyelidiki atau

mengusut pclanggaran—pelangsarane
Pagal 15,
le Peraturan Daerah ini dapat disebut : " Peraturan Pajak Radio "
dalam Dacrah Kabupaten Bantaknge
2. Surat keputusan dan/atau Instruksi Pelaksanaan untuk menjalankan
Peraturan Dacrah ini ditetapkan olch Bupati Kepala Dacrahe
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erattian Jagral ini mﬁiaiﬁﬁﬁﬁfilfnagﬂ,l?' &
can mempunyai daya curut sampai aongan 4o
Pasal 17
Tengan berlakunya FPeraturan Dacrah ini,raka Surcat Kepubusan Pupati
Yepala Daerah Kabupaten Bantaling tertangpal 25 Asustis 1969 dinyam
sakan tidak berlaku lagie-—
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% DITETAPKIN DI ¢ BANTAEN G.
g ' PADL TINGGAL : 23 OKTOBER 1969,

. {neDEWAN PERW/KILAN RAKYAT DAERAH

. MENGETAHUT BLBUPATEN BANTAENG,

BUPATI KEPALA DAERAH KAB.BANTLENG
Cap/ttde
e e Ve

Cap/ttd.e
( Se JAZID NASLR )em

Peraturan Daer@h ini diperlakukan berdasarkan
£y - pasal 69 ayat |1) Undang-undang No.5 Tahun 1974.

Diundangkan dalam Lembaran Dacrah TkeIT
- Banjalng NOs 3 Seri Ae pada tanggal -~

2 Napember 1976,

<% Sekretaris:Dgerah,
_____ e A

] \‘& 7 sy 7 g C
: ( Drse Qomar Ramaruddin ).— ' b

NIP ¢ 0100347 384 : '
P B L AS LW s

I« UMUM S, ] : '
' " Peraturan Daerah ini, yang mengatur ttg Pajak Radio, didasarkan
pada : .
2 Undang? NoelO tahun 1968 (LeNetahun 1968 No.54; tambahan LeNe
Noe2861) ttg Penycrahan Pajak Negara oq Pajak Radio kepada Pe
merintah Daerahs ' : -
be Peraturan Pemerintah Noe5 tahun 1969 tglel Liurct 1069 yane me
ngatur pelaksanaan Undang2 No,10 tahun 1968 dimaksud diatase
ce Surat Keputusan GubeKDHeProp.Splawesi ttgls3 September 1969
No.271/IX/69 ttg ketetapan tarif yang harus diperlakukan ter—
hadap Pemungutan Pajak Radio dalam Daerah Sulawesi Selatane
. ITe PASAL DEMI PASAL :

Pengaturan materi dari Perda ini tidak terlepas dari pada jiwa
Undang?2 Pajak Radio No.l2 Thm 194 Tgsebagaimana telah diuybah dan
ditambah don Undang? Noe21 Thn 1948,Undang? Darurat thn 1957 Noe27
(LalTe1957 Noe84-dan L.l Thnel959 N04102)schingzra dilktum pasal -
demi pasal dari Perda ini dianc~ap cukup jelase




